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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Trandliterasi dimaksudkan sebagal pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Tranditerasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkainya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam trangliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf
latin:

Tabel 0.1: Tabel Tranditerasi Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak difambangkan
Ba B Be
-
R Ta T Te
[
- Sa $ es (dengan titik di atas)
Jm J Je
C
Ha h ha (dengan titik di
C bawah)
. Kha Kh kadan ha
C
5 Dal D De
3 Zal z Zet (dengan titik di atas)
Ra R er
J




3 Zai Z zet
P Sin S es
P Syin Sy esdanye
” Sad S es (dengan titik di bawah)
. Dad d de (dengan titik di
ol bawah)
5 Ta t te (dengan titik di bawah)
1 Za E zet (dengan titik di
bawah)
¢ ‘an ) komaterbalik (di atas)
. Gain G ge
C
3 Qaf Q Ki
A Kaf K ka
J Lam L e
- Mim M em
R Nun N en
P Wau wW we
A Ha H ha
. Hamzah ‘ apostrof
&< Ya Y ye
B. Vokal

Voka bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupatanda atau harakat,
trandliterasinya sebagai berikut:
Tabel 0.2: Tabel Tranditerasi Voka Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A a
_ Kasrah I [
> Dammah u u

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Tranditerasi Vokal Rangkap
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

Fathah dan ya Ai adanu

TS

_ 5 Fathah dan wau Au adanu
Contoh:

wf kataba
- Jx.e fada
J.w« suila
- S kaifa
- de- haula

C. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

trandliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
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Tabdl 0.4; Tabea Tranditerasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
e Fathah dan alif atau A adan garis di atas
ya
T Kasrah danya ] i dan garis di atas
s Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:

- Jb gala

- u-/y rama

- JJ qila

- Jyu yaqilu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah'mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, trangliterasinya
adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al sertabacaan keduakataitu terpisah, maka
ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh:

_ JUbYias3,  raudah a-atfaliraudahtul atfal

Ao _-80 SR.0 -

- §ed) 4yl @l-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
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_ il talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tandatasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf
yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- J5  nazzda
- W d-birr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
namun dalam trangdliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Katasandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditrandliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditrandliterasikan
dengan sesual dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai
dengan bunyinya
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:

22

- U= arrgulu
- V'L"J‘ al-galamu
- :,MMJ\ asy-syamsu

L a-jalaly



G. Hamzah
Hamzah ditrangliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

}}2/

- J4=U  ta’khuzu
- x> Syai’un
- ;;5\ an-nau’u

- 0l inna

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiep kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka _penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- g@\jﬂ g h 31 9 Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

- bles gl f&\ - Bismillahi majreha wa mursaha

-

I. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
trandliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri



itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

-

- quw‘ u) w ad Alhamdu lillahi rabbi al-*alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin
- V"'JM J@J* Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang |engkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Rj ik dil Allaahu gafarun rahim

S VOP SN | Lillahi al-amru jami“an/Lillahil-amru jami‘an
Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
trandliteras ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan [Imu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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cinta kau kan dirayakan tak beruntung soal cinta dan pertemanan telah ku lawan
kecewa akan kegagalan;bukan kah hidup harus terus begitu,”

(Salma Salsabil)
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ABSTRAK

Nilam Apriliani Rahayu. 2026. Implementas Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Dalam Pelaksanaan Program
L elang Digital Pada Produk Umkm Di Kota Tegal

Dosen Pembimbing: Jumailah, M.S.I.

Penelitian ini dilatar belakangi belum optimalnya implementasi peraturan
Menteri keuangan republik Indonesia nomor 122 tahun 2023 dalam pelaksanaan
program Lelang digital pada produk UMKM di Kota Tegal. Kebijakan ini
merupakan Upaya pemerintah dalam mewujudkan transparansi, efisiensi, dan
perluasan akses pasar bagi UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun
dalam pelaksanaannya partisipasi UMKM masih rendah, sehingga menunjukkan
adanya kesenjangan antara pengaturan normetif dengan kondisi empiris di
lapangan. Penelitian ini-bertujuan untuk mengetahui Implementasi  Peraturan
Menteri Keuangan ~Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2023 Daam
Pelaksanaan Program Lelang Digital pada produk UMKM di Kota Tegal dan
bagai mana pengaturan managjemen Risiko dalam pel aksanaan program tersebut.

Penelitian ini; menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Data penelitian di peroleh dari informan yang berasal dari Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegel serta Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tegal. Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, datayang diperoleh direduks, disgjikan,
dan ditarik kesimpulan untuk kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi
kebijakan, teori efektivitas hukum, teori manajemen risiko dan Teori Magasid
Syari’ah guna mengkaji pelaksanaan program |elang digital pada produk UMKM
di Kota Tegal.

Has| penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan Menteri
keuangan republik Tndonesia'nomor 122 tahun 2023 secara normatif telah di
laksanakan sesuai dengan ketentuan melalui penyediaan sistem Lelang elektronik
dan pelaksanaan tahapan secara daring. Namun, secara substantif implementasi
tersebut belum berjalan optimal karena komunikas kebijakan belum merata,
rendahnya pemahaman teknis, serta perseps pelaku UMKM terhadap kompleksitas
prosedur Lelang Digital. Ditinjau dari teori efektivitas hukum, faktor Masyarakat
dan budaya hukum menjadi hambatan dominan. Selain itu pengaturan manajemen
Risiko belum diterapkan secara komprehensif, khususnya pada tahap mitigasi dan
evaluasi. Dengan demikian diperlukan penguatan implementasi melalui sosialisasi
yang lebih terarah, penyederhanaan prosedur, dan penerapan manajemen Risiko
yang terintegrasi agar tujuan kebijakan dapat tercapal secara efektif.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Lelang digital, Efektifitas hukum
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ABSTRACT

Nilam Apriliani Rahayu. 2026. The Implementation of the Regulation of the
Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 122 of 2023 in the
Execution of Digital Auction Programsfor MSME Productsin Tegal City.

Supervisor: Jumailah, M.S.I.

This research was motivated by the suboptimal implementation of the
Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 122 of
2023 in the implementation of the digital auction program for MSME products in
Tegal City. This policy represents the government's effort to promote transparency,
efficiency, and broader market aceess for Micro, Small, and Medium Enterprises
(MSMEs) through the utilization of digital. technology. However, in practice,
MSME participation remains low, indicating a gap between the normative
provisions and the empirical conditions in the field. This study aims to analyze the
implementation of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of
Indonesia Number 122 of 2023 in the implementation of the digital auction program
for MSME products in Tegal City and to examine the application of risk
management in the implementation of the program.

This study employed a qualitative research method with a descriptive
approach. The research data were obtained from informants at the State Assets and
Auction Service Office (KPKNL) of Tegal and the Office of Cooperatives, Small
and Medium Enterprises, and Trade of Tegal City. Data were collected through
interviews and documentation. The collected data were then reduced, presented,
and verified to draw conclusons before being anayzed using policy
implementation theory, the theory of legal effectiveness, risk management theory,
and Magasid Sharia theory to examine the implementation of the digital auction
program for MSME productsin Tegal City.

The findings indicate that the implementation of the Regulation of the
Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 122 of 2023 has, from a
normative perspective, been carried out in accordance with the applicable
provisons through the provision of an eectronic auction system and the
implementation of online auction procedures. However, substantively, the
implementation has not yet been optimal due to uneven policy dissemination,
limited technologica understanding, and MSME participants perceptions
regarding the complexity of digital auction procedures. Based on the theory of legal
effectiveness, the social and legal culture factors constitute the main obstacles.
Furthermore, risk management has not been implemented comprehensively,
particularly in the stages of risk mitigation and evaluation. Therefore, strengthening
implementation through more targeted socialization, simplifying procedures, and
applying integrated risk management is necessary to ensure that the policy
objectives can be achieved effectively.

Keywor ds. policy implementation, digital auction, legal effectiveness
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam
berbagal aspek kehidupan, termasuk pada penyelenggaraan pelayanan publik
dan kegiatan ekonomi. Pemanfaatan teknologi digital mendorong perubahan
berbagai mekanisme pel ayanan yang sebel umnyadilakukan secara konvensional
menjadi berbasis elektronik. Salah satu bentuk digitalisas tersebut adalah
pelaksanaan lelang secara elektronik (lelang digital), yaitu mekanisme lelang
yang dilaksanakan melaui sistem elektronik sehinggaseluruh proses, mulai dari
pengumuman lelang, pendaftaran peserta, penyampaian penawaran, hingga
penetapan pemenang dilakukan secara daring. Penerapan sistem ini diharapkan
mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta memberikan
kemudahan bagi masyarakat dalam mengikuti-lelang tanpa dibatasi oleh ruang
dan waktu.

Sebagal bentuk dukungan terhadap perkembangan tersebut, Pemerintah
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 122 Tahun
2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Peraturan ini merupakan regulasi
yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan lelang secara elektronik di
Indonesia. PMK Nomor 122 Tahun 2023 mengatur berbagai aspek pelaksanaan

lelang digital, mulai dari persigpan lelang, pengumuman, pelaksanaan

1 D. Novita, “Implementasi pelayanan lelang online e-Auction,” kybernan unismabekasi,
Jurnal llmiah ilmu Pemerintahan Vol. 13 No. 1, (2022) him. 47-65.



penawaran secara elektronik, penetapan pemenang, pembayaran hasil lelang,
hingga penerbitan Risalah Lelang. Kehadiran peraturan tersebut diharapkan
mampu menciptakan penyelenggaraan lelang yang lebih efektif, transparan,
akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.?

Meskipun demikian, keberadaan suatu peraturan belum tentu menjamin
bahwa pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Keberhasilan implementasi suatu peraturan sangat dipengaruhi oleh bagaimana
ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik. Dalam pelaksanaan PMK Nomor
122 Tahun 2023 masih terdapat berbagal tantangan, antara lain masih rendahnya
pemahaman masyarakat mengena mekanisme |lelang digital, anggapan bahwa
prosedur lelang lebih rumit dibandingkan dengan transeksi melalui marketplace,
serta masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan lelang
digital. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan
pembentukan PMK Nomor 122 Tahun 2023 dengan pelaksanaannyadi |apangan
sehingga implementasinya masih perlu dika |ebih lanjut.

Salah satu kelompok masyarakat yang berpotensi memanfaatkan lelang
digital adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM
memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah
karena mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat,
dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Seiring berkembangnya teknologi

digital, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar memanfaatkan

2Ldya fransiscani Br Turnip, “Pelaksanaan undang- undang nomor 19 tahun 2016 terhadap
keabsahan penerbitan risalah lelang elektronik platfroam e- marketplace, jurnal interprestasi hukum
5(1), 2024.



berbagal sarana pemasaran berbasis elektronik untuk memperluas akses pasar.
Salah satu dternatif yang dapat dimanfaatkan adalah lelang digital karena
memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya
secara |ebih luas dengan proses yang terbuka dan transparan

Namun demikian, dalam praktiknya pemanfaatan lelang digital oleh
pelaku UMKM masih belum optimal. Berdasarkan hasil observasi awal dan
wawancara dengan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Tegal, diketahui bahwa setiap pelaksanaan lelang tetap harus
mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 122 Tahun 2023,
termasuk penerbitan Risalah Lelang sebagal akta autentik. Bagi sebagian pelaku
UMKM, prosedur tersebut dianggap |ebih panjang apabil a dibandingkan dengan
menjual produk melaui platform e-commerce yang telah mereka gunakan
sehari-hari. Selain itu, pelaku UMKM juga harus memenuhi persyaratan
administrasi  tertentu sebelum mengikuti lelang digital. Kondisi tersebut
menyebabkan sebagian  pelaku UMKM  lebih  memilih menggunakan
marketplace karena’ dinilai lebih  sederhana, cepat, dan mudah
dipahami.*Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan lelang digital terhadap
produk UMKM karena sektor UMKM merupakan salah satu sasaran yang
diharapkan memperoleh manfaat dari transformasi digital. Produk UMKM pada
dasarnya memiliki peluang untuk dipasarkan melalui mekanisme lelang,

terutama produk yang memiliki nilai ekonomi, kualitas yang layak dipasarkan,

3 Desiana Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, di
wawancaral oleh Nilam Apriliani Rahayu, 24 September 2025.



dan memenuhi persyaratan administratif sesua ketentuan yang berlaku. Oleh
karena itu, implementas PMK Nomor 122 Tahun 2023 dalam pelaksanaan
lelang digital terhadap produk UMKM menjadi penting untuk dikaji guna
mengetahui  apakah ketentuan yang telah ditetapkan benar-benar dapat
diterapkan secara efektif.

Kota Tega dipilih sebagal lokasi penelitian karena merupakan salah satu
daerah yang memiliki perkembangan UMKM yang cukup pesat serta berada
dalam wilayah kerja KPKNL Tegal yang telah melaksanakan pelayanan lelang
secara elektronik. Selainitu, berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan
pelaku UMKM' yang belum memanfaatkan lelang digital sebagai sarana
pemasaran produknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat
perbedaan antaratujuan pemerintah dalam mendorong digitalisasi |elang dengan
kondisi yang terjadi di lapangan sehingga Kota Tegal menjadi lokas yang
relevan untuk mengkaji-implementast PMK Nomor 122 Tahun 2023.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara ketentuan yang
diatur dalam PMK Nomor 122 Tahun 2023 dengan pelaksanaan lelang digital
pada produk UMKM di Kota Tegal. Di satu sisi, pemerintah telah menyediakan
dasar hukum dan sistem lelang digital untuk meningkatkan efisiens,
transparansi, dan perluasan akses pasar. Namun, di sisi lain, pemanfaatan lelang
digital oleh pelaku UMKM masih belum optimal karena dipengaruhi oleh
berbagai faktor, seperti pemahaman terhadap regulasi, kesigpan masyarakat, dan
kebiasaan menggunakan metode pemasaran lain. Oleh karena itu, penelitian

mengenai implementasi PMK Nomor 122 Tahun 2023 penting dil akukan untuk



mengetahui sgjauh mana peraturan tersebut telah diterapkan dalam pel aksanaan

lelang digital pada produk UMKM di Kota Tegal serta mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 dalam Pelaksanaan Program

Lelang Digital pada Produk UMKM di Kota Tegal”

. Rumusan Masalah

1

1

Bagaimana implementasi pelaksanaan program lelag digita pada produk
UMKM di Kota Tegal menurut Peraturan menteri keuangan republik
Indonesia nomor 122 tahun 2023 dalam pelaksanaan pogram lelang digital
pada produk UMKM di Kota Tega ?

Bagaimana Pengeturan M anejemen Risiko pada Kegiatan Lelang digital pada

produk UMKM di KPKNL Tegal ?

. Tujuan Penélitian

Untuk mengetahui dan menganalis implementasi pel aksanaan program lelag
digital pada produk UMKM di Kota Tegal menurut Peraturan menteri
keuangan republik Indonesia nomor 122 tahun 2023 dalam pelaksanaan
program lelang digital pada produk UMKM di Kota Tegal.

Untuk mengetahui dan menganalis Pengaturan Mengjemen Resiko pada

Kegiatan Lelang digital pada produk UMKM di KPKNL Tegal.



D. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Menambah pemahaman wawasan dan pengetahuan dalam
pengembangan kellmuwan khususnya terkait peraturan menteri keuangan
republik indonesia terhadap pelaksanaan program lelang digital pada produk
UMKM.
2. Manfaat Praktis
Memberikan manfaat para pengambil. keputusan dan pihak pihak yang
terlibat dalam memberikan pertimbangan hukum untuk membuat peraturan
dan kebijakan serta pengawasan terhadap pel aksanaan program lelang digital
terhada UMKM di kotategal.
E. Keragka Teori
1. Teori Efektifitas Hukum
Efektifitas hukum menunjukan sejauh mana Suatu peraturan
perundang- undangan mampu mencapal tujuan yang telah ditetapkan oleh
pembentuknya. Suatu peraturan dikatakan efektif apabila normahukum tidak
hanya berlaku secara yuridis, tetapi juga dilaksanakan dan dipatuhi dalam
praktik. Dengan demikian, efektivitas hukum menekankan kesesuaian antara
aturan hukum dan realitas pelaksanaannya®. Soerjono Soekanto menyatakan
bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum
itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan

budaya hukum. Apabila kelima faktor tersebut berjalan secara optimal, maka

4 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, him. 162.



pelaksanaan hukum cenderung efektif.®> Berkaitan dengan PMK Nomor 122
Tahun 2023, efektivitas hukum dapat diukur dari sgauh mana ketentuan
dalam PMK tersebut dapat dilaksanakan oleh aparatur pengelola keuangan
negara, dipatuhi oleh pihak terkait, serta mampu mewujudkan tujuan tata
kelola keuangan negara yang menjunjung prinsip ketertiban, transparan, dan
akuntabel .

Dalam hukum administrasi negara, efektivitas suatu peraturan menteri
sangat bergantung pada kejelasan kewenangan, prosedur pelaksanaan, dan
mekanisme pengawasan. Peraturan administratif akan berjal an efektif apabila
terdapat kepastian hukum, kesesuaian antara aturan dan praktik, serta
konsistensi aparatur dalam menerapkannya.®

Kajian daam Jurna El-Misbah menjelaskan bahwa efektivitas
kebijakan pemerintah kualitas norma hukum bukan satu satunya faktor yang
menentukan keberhasilan suatu peraturan karna tingkat kepatuhan aparatur
serta evaluasi peleksanaan kebijakan secara berkelanjutan. Regulas
administratif, termasuk peraturan menteri, memerlukan pengawasan internal
yang kuat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.’

2. Teori Implementasi Hukum
Implementasi hukum dapat dipahami sebagai proses penerapan norma

hukum yang telah ditetapkan ke dalam praktik nyata oleh aparat pelaksana

5> Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, him. 7-9

6 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2011, him. 129

7 Jurna El- Misbah, “ Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif
Hukum Administrasi Negara”, El- Misbah: Jurnah Hukum dan Pranata Sosial.



dan pihak yang menjadi sasaran pengaturan. Keberhasilan implementasi
hukum tidak semata mata di pengaruhi oleh keberadaan regulas secara
normatif, serta tidak terlepas sgjauh mana ketentuan mengenai ha itu
dijalankan secara stabil sesuai dengan tujuan pembentukannya.®

Menurut Soerjono Soekanto, implementasi hukum dipengaruhi oleh
beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, aparat
pelaksana, sarana dan prasarana pendukung, masyarakat, serta budaya
hukum. A pabila salah satu faktor tersebut tidak berfungs dengan baik, maka
pel aksanaan hukum berpotensi mengalami hambatan.®

Dalam konteks Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023,
implementasi hukum berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan administratif
dan teknis keuangan negara oleh instans terkait. Implementas PMK
menuntut adanya pemahaman aparatur, kejelasan prosedur, serta pengawasan
yang efektif agar peraturan dapat dilaksanakan menyesuailkan dengan
pedoman pada peraturan yang berlaku.

3. Teori Manajemen Risiko

Managjemen risiko merupakan suatu proses yang dilakukan secara
terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengidentifikasi, mengkaji
secaradalam, sertamengawasi berbagai risiko yang berpotensi muncul dalam
pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah. Penerapan

mangemen risiko dilakukan guna mengurangi dampak negatif yang

8 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2010,
him. 160.

% Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2019, him. 8-9.



ditimbulkan oleh risiko sekaligus memastikan tercapainya tujuan kebijakan
secara efektif dan efisien.’®

Daam konteks sektor publik mangemen risiko berperan penting
menjadi instrumen pengendalian agar pelaksanaan Pelaksanaan program
yang selaras dengan peraturan perundang-undangan memerlukan
pengelolaan risiko yang memadai. Kegagalan dalam mengelola risiko dapat
menjadi faktor penghambat. dalam mencapa sasaran yang telah ditetapkan.
kebijakan termasuk dalam pel aksanaan program berbasis digital.

Dalam pelaksanaan program lelang digital pada produk UMKM sesual
dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 penerapan mangemen risiko
menjadi penting untuk mengantisipasi ristko hukum, risiko operasional,
risko teknologi informasi, serta rislko kepatuhan. Dengan adanya
manajemen risiko yang baik, pelaksanaan lelang digital diharapkan dapat
berjalan secara transparan, akuntebel, dan Keberadaan regulasi tersebut
dimaksudkan untuk menciptakan perlindungan hukum yang memadai bagi
seluruh pihak terkait, terutama bagi pelaku UMKM daam menjalankan
kegiatan usahanya.!

Konsep Lelang Digital
Lelang digital merupakan bentuk modern dari kegiatan Lelang yang

diselenggarakan melaui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

him. 6.

2.

10 Mahfud M. Hanafi, Manajemen Risiko, Edisi Kedua, Yogyakarta: UPPSTIM YKPN, 2016

1 Irfan Fahmi, Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi, Bandung: Alfabeta, 2014, him.
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sebagai media transaks. pelaksanaannya. Berbeda dengan Ilelang
konvensional yang dilakukan secara tatap muka, lelang digital dilaksanakan
melalui platform elektronik yang memungkinkan peserta untuk mengikuti
proses penawaran secara daring tanpa batasan ruang dan waktu. Pemanfaatan
teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta
memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan lelang.?

Dalam pelaksanaannya, lelang digital dilakukan melalui sistem
elektronik yang terintegrasi,, mulal dari tahap pendaftaran peserta,
penyampaian informasi objek lelang, proses penawaran harga, hingga
penetapan pemenang lelang. Seluruh tahapan tersebut dilakukan secara
sistematis dan terdokumentasi secara digital, sehingga dapat meminimalkan
potensi kecurangan serta meningkatkan akuntabilitas dalam proses lelang.3

Lelang digital juga berperan sebagal sarana peningkatan Sistem daring
membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk memperluas
jangkauan pasar serta meningkatkan partisipasi dalam berbagai kegiatan
ekonomi. mengikuti lelang tanpa harus menghadapi kendala geografis
maupun biaya operasiona yang tinggi. Hal ini menjadikan lelang digital
sebagal instrumen yang strategis daam mendorong pemerataan akses

jangkauan pasar serta penguatan daya saing usaha.4

12 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/
PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Jakarta, 2020

13 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Lelang Indonesia Menuju Digitalisasi, Jakrta:
DJKN Kemenkeu, 2021, him. 15.

4 Mukhtar Ghalib, Transformasi Digital UMKM: Pemasaran Online dan Dampak Ekonomi
Lokal, Jakarta: Deepublish, 2020, him. 87.
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Di gisi lain, penergpan lelang digital menuntut adanya dukungan
regulasi, kesigpan infrastruktur teknologi, serta tingkat kompetensi sumber
daya manusia. Keberhasilan pelaksanaan lelang Penerapan sistem digital
tidak hanya bertumpu pada kecanggihan teknologi elektronik, tetapi juga
sangat bergantung pada pemahaman dan kepatuhan para pihak terhadap
aturan yang mengatur mekanisme lelang secara elektronik.®

Berdasarkan uraian tersebut, lelang digital dapat dipahami sebagai
mekanisme lelang berbasis teknologl informasi yang bertujuan untuk
mewujudkan preses transaksi yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta
wadah yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk ikut serta dalam kegiatan
ekonomi secaradigital.

5. Regulas Pelaksanaan Program L elang Digital

Regulasl lelang digital seperti yang diatur dalam Peraturan Mentri
Keuangan No. 122 Tahun 2023 merupakan contoh nyata dari penerapan
regulasi 'sebagai alai sosial (social engineering) yang diusulkan oleh Roscoe
Pound, vyatu hukum tidak = sekadar mengatur, namun juga
mengharmonisasikan kepentingan publik dan individu agar tercapai
keteraturan sosial yang adil dalam konteks teknologi baru.'®

Pada bagian “Menimbang”, Peraturan Mentri keuangan nomor 122

tahun 2023 menyatakan bahwa peraturan ini dibuat “Untuk memperbaiki

15 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: RjaGrafindo Persada, 2018,
him. 94.

16 Roscoe Pound, “Theory of Social Engineering”, dalam artikel “Social Engineering (Roscoe
Pound)” yang menyatakan bahwa hukum harus menjadi alat untuk mengharmonisasikan
kepentingan masyarakat dan individu.
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layanan lelang agar menjadi lebih cepat, tepat guna, terbuka, dapat
dipertanggungjawabkan, mudah, dan mengikuti perkembangan teknologi,
sekaligus memberikan jaminan hukum serta menyesuaikan perubahan pola
perdagangan digital .’

F. Penelitian Terdahulu

Penyusunan Penelitian ini yaitu mencari dan membandingkan beberapa
penelitian terdahulu dalam telaah pustaka penelitian terdahulu yang mengkaji
dan meneliti pada permasalahan yang sama dalam hal ini adalah mengenai
peraturan mentri keuangan republik Indonesia nomor 122 tahun 2023, sehingga
peneliti berusaha memehami isi dari penelitian tersebut guna mengetahui
pembahasan yang dilakukan peneliti terdahulu. Tinjauan pustaka beris hasil
penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan permasalahan, yakni mengenai
Peraturan Mentert Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023.
Peneliti berupaya menelaah penelitian tersebut-guna memahami substansi dan
cakupan pembahasan yang teleh dilakukan oleh pendliti sebelumnya.

Pertama, jurnal yang ditulis nurul itsna fawzi’ah universitas duta bangsa
surakarta dalam karyanya yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri
K euangan Nomor 122 Tahun 2023 Studi Kasus KPKNL Surakarta”, *8Pendlitian
studi kasus ini menelaah bagaimana PMK N0.122/2023 diimplementasikan di

KPKNL Surakarta telah dilaksanakan melalui penyesuaian SOP.

17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.06/2023 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023), Pasal
104 ayat (2).

18 Nurul Itsna Fawzi’ah, “Implemenstasi Peraturan Mentri Keungan nomor 122 tahun 2023
studi kasus KPKNL Surakarta.” (Surakarta: Universitas Duta Bangsa, 2023)
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Penggunaan dokumen elektronik, dan hambatan administratif selama
transisi ke platform digital. Namun masih ditemukan hambatan berupa proses
adaptasi sistem, kendala administratif, dan penyesuaian sumber daya manusia
terhadap digitalisasi.

Sedangkan skripsi yang berjudul “implementasi peraturan menteri
keuangan republik indonesianomor 122 tahun 2023 dalam pel aksanaan program
lelang digital pada produk UMKM”. Sama-sama membahas implementas
Peraturan Mentri Keuangan No.122 tahun 2023 dan masal ah praktis pelaksanaan
lelang digital di lingkungan KPKNL/daerah. Perbedaan penelitian tersebut
berfokus pada implementas lelang digital di lingkungan KPKNL Surakarta
secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementas PMK
Nomor 122 tahun 2023 dalam pelaksanaan lelang digital terhadap produk
UMKM di KotaTegal.

Kedua, Jurnal analisisregulas analisis yuridisnormétif terhadap Peraturan
Mentri Ketiangan nomor 122 tahun 2023 dan-UU ITE. Analisis Efektivitas
Regulasi Lelang Elektronik di Indonesia terkait Peraturan Mentri Keuangan
No0.122 tahun 2023 Ringkasan Kajian normatif ini telah memberikan dasar
hukum yang cukup bagi pel aksanaan lelang el ektronik®. Namun, Masih terdapat
tantangan terkait perlindungan data el ektronik, pembuktian dokumen elektronik,

dan kepastian hukum dalam pel aksanaannya.

19 Analisis Regulasi Yuridis Normatif terhadap Peraturan Mentri Keungan nomor 122 tahun
2023 dan UU ITE, Journal of Social Science Research Vol 4 Nomor 6 Tahun 2024.



14

Persamaan membahas PMK Nomor 122 tahun 2023 serta tantangan
pelaksanaan lelang elektronik. Perbedaan penelitian ini  menggunakan
pendekatan yuridis normatif yang hanya menganalisis peraturan perundnag
undangan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk
melihat implementasi peraturan di lapangan.

Ketiga, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh ahnia septyakarinayang
berjudul “Keabsahan Akta Risalah Lelang sebagai Akta Otentik dalam
Pelaksanaan Lelang Elektronik” penelitian ini menyajikan analisis apakah
risalah lelang yang dibuat dalam lelang elektronik memenuhi syarat akta otentik
menurut KUHPerdata dan peraturan yang berlaku. Menemukan argumen bahwa
risalah dapat dianggap akta otentik jika memenuhi unsur formal dan diatur oleh
regulasi yang jelas (contoh: PMK dan implementasinya). 2°

Persamaan Memberi dasar hukum atas fenomena empiris yang di catat
(pembuatan akta otentik-risalah lelang pada tiap lelang digital UMKM). Perbedaan
Fokus hukum-pembuktian proposal yang berjudul “implementasi peraturan mentri
keungan republik indonesia nomor 122 tahun 2023 dalam pelaksanaan lelang digital
dalam produk umkm di tegal” menghubungkan temuan ini pada dampak praktis bagi
UMKM (beban administrasi, ketertarikan menggunakan lelang).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh rita kartika jayanti fakultas hukum magister
kenotariatan, universitas surabaya yang berjudul “Legalitas dan Tantangan Digitalisasi

Minuta atau Risalah Lelang” penelitian ini menemukan bahwa digitalisasi risalah lelang

2 Ahnia Septya Karina, “Keabsahan Akta Risalah Lelang sebagai Akta Otentik dalam
pelaksanaan lelang elektronik,” Jurnal Hukum dan Syari’ah Vol, 11 No. 1 2020.



15

membrikan kemudahan administrasi, namun masih terdapat tantangan terkait kekuatan
pembuktian hukum dokumen elektronik dan pel aksanaannya oleh pejabat lelang. %

Persamaan yang menyebutkan bahwa “setiap lelang digital UMKM
diakhiri akta otentik risalah lelang” dasar hukum dan permasal ahan pembuktian
yang relevan. Perbedaan Kgjian ini menekankan aspek pembuktian hukum dan
peran notaris/pejabat lelang sedangkan proposal yang berjudul:”implementasi
peraturan mentri keungan republik indonesia nomor 122 tahun 2023 dalam
pelaksanaan lelang di gital dala produk umkm di tegal” menempatkan isu ini
dalam konteks UMKM dan program lelang digital tingkat kota tegal.

Kelima, jurna yang ditulis oleh mukhtar Ghalib yang berjudul
“Transformasi Digital UMK M Pemasaran Online dan Dampak Ekonomi Lokal”,
Meneliti adopsi ‘e-commerce dan pembayaran digital oleh UMKM, hambatan
literasi digital, infrastruktur, dan manfaat ekonomi (jangkauan pasar, efisiens).
Memberikan bukti-empiris bagaimana UMKM memilih platform digital praktis
(marketpl aces) daripada mekanisme yang dianggap rumit. %

Persamaan Menyangkut alasan praktis mengapa UMKM |ebih memilih
platform e-commerce seperti  yang dicatat  di  proposal  bahwa
shopee/Blibli/GrabFood) ketimbang lelang digital yang memerlukan dokumen
dan biaya tambahan. Perbedaan Studi ini umumnya fokus pada e-commerce
umum proposal yang berjudul “implementasi perautan mentri keungan republik

indonesianomor 122 tahun 2023 dalam pel aksanaan lelang di gital dalam produk

2l Rita Kartika Jayanti, “Legalitas dan Tantangan Digitalisasi Minuta atau Risalah Lelang”
(Surabaya: Universitas Surabaya, 2023).

2 Mukhtar Ghalib, “Transformasi digital UMKM Pemasaran online dan dampak ekonomi
lokal” Jurnal of Economics and Regional Science Vol. 4 No. 2 (2024).
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umkm di tegal” menelaah |elang digital sebagai kanal pemasaran alternatif untuk
UMKM.

Berdasarkan lima pendlitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat diketahui
bahwa penelitian-pendlitian tersebut pada dasarnya sama-sama membahas
mengena implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023,
pelaksanaan lelang digital, pemasaran produk UMKM, serta berbagal faktor yang
memengaruhi  keberhasilan implementaes suatu kebijakan. Hasll penelitian
tersebut memberikan gambaran mengenal mekanisme pel aksanaan lelang digita
beserta berbagal kendalayang dihadapi dalam penerapannya.

Pendlitian 'ini memiliki persamaan dalam objek kaian, penditian ini
memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut
terletak pada fokus pendlitian, lokasi penelitian, teori yang digunakan, serta sudut
pandang anaisis. Pendlitian ini secara khusus menganalisis efektivitas hukum
implementasi Peraturan M enteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun
2023 dalam pelaksanaan program lelang digital-pada produk UMKM di Kota
Tegal dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, serta
didukung anaisis mangemen risko daam mengidentifikas hambatan
pel aksanaan kebijakan.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pengkajian efektivitas hukum
implementass PMK Nomor 122 Tahun 2023 melalui perspektif dua kelompok
informan, yaitu instans pelaksana (KPKNL Tegal dan Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kota Tegal) serta pelaku UMKM sebagal sasaran kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji implementasi regulasi dari
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Ss penyelenggara, tetapi juga menila bagaimana regulas tersebut dipahami,
diterapkan, dan dirasakan manfaat maupun kendalanya oleh pelaku UMKM di
KotaTegad. Oleh karenaitu, pendlitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian
terdahulu serta memberikan kontribus ilmiah terhadap pengembangan kajian
mengenal efektivitas implementas kebijakan lelang digital bagi produk UMKM
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023.
G. Metode Pendlitian
1. Jenis Pendlitian
Penelitian: ini menggunakan metode hukum empiris atau yuridis
empiris. Metode ini memandang hukum sebagal aturan yang diterapkan
dalam kehidupan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan mengakaji
ketentuan peraturan perundang- undangan serta melihat bagaimana aturan
tersebut diterapkan oleh subjek hukum, seperti lembaga keuangan syari’ah.?3
Data penelitian diperoleh dari data primer melalui penelitian lapangan
dan data sekunder melalui studi kepustakaan: Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kesesualan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik
yang terjadi di masyarakat atau lembaga yang menjadi objek penelitian.
Dengan demikian dapat diketahui apakah hukum serta dirumuskan solusi atas

permasal ahan yang ditemukan.?*

2 Ben, Kornelius, dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen
Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer” Gema Keadilan Vol 7, no. 1 (2020). 23.

2 Ben, Kornelius, dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen
Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer” Gema Keadilan Vol 7, no. 1 (2020). 23.
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2. Pendekatan Pendlitian
Penulis mengaplikasikan Penelitian ini dengan menerapkan pendekatan
kualitatif. Yang Dimana Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara untuk
mengungkapkan fakta- fakta yang ada berdasarkan data yang dikumpulkan
secara mendalam dari lembaga untuk memahami dan individua atau
mengungkapkan fenomena atau gejala sosia berdasarkan hasil obeservasi
atau pengamatan langsung sertadokumetasi secara sistematis yang dilakukan
oleh penelitian terkait ketimpangan atau kesenjangan dalam pelaksanaan
suatu aturan yang seharusnya terjadi di masyarakat dengan yang senyatanya
adadi masyarakat.?> Terutama dalam menganal isis pel aksanaan implementasi
peraturan menteri keuangan republik Indonesianomor 122 tahun 2023 dalam
pel aksanaan program lelang digital pada produk UMKM di Kota Tegal.
3. Lokas Penelitian
Wilayah Tegal dipilih sebagal |okasi. pelaksanaan penelitian ini yang
terletak dijawaTengah pemilihan lokasl ini sangat stategis karenamendukung
tujuan penelitian. Sebagal wilayah hal ini memungkinkan peneliti untuk
observasl secara langsung dan wawancara yang mendalam secara langsung
turun ke lapangan guna melakukan wawancara mendalam untuk penelitian
kualitatif ini.
4. Sumber Data
Pengumpulan data yang tercantum dalam studi ini difokuskan pada dua

jenis sumber, yang meliputi:

2 peter Mahmud Marzuki, Pengantar [Imu Hukum (Jakarta: Kencana, 2022), him. 15.
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a. Data Primer: Data inti yang menjadi tumpuan utama dalam pelaksanaan
penelitian ini, peneliti memperoleh data utama ini berdasarkan dari
kegiatan langsung dilapangan melalui kegiatan observas berupa
pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasi an terhadap studi objek yang
sedang diteliti yaitu berupa bagaimana implementasi peraturan fintech
dalam konteks program lelang digital. Misalnya, Apakah mekanisme
pelaksanaan lelang digital telah sejalan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, Apakah pelaku UMKM memahami
aspek legal yang terkait dengan penggunaan platform digital, termasuk
perlindungan data konsumen, mekanisme pembayaran, dan penyelesaian
sengketa, Kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi dapat
berpotensi: menimbulkan permasalahan hukum yang merugikan semua
pihak. Dengan demikian hal ini menjadi informasi penting dalam proses
penyusunan penelitian tersebut.

b. Data Sekunder: Datayang berasal dari studi kepustakaan berkaitan dengan
Sejumlah peraturan yang ada terkait objek penelitian yang sedang diteliti
oleh peneliti terhadap peraturan pelaksanaan yang dijadikan sebagai
kaidah dalam melihat hukum itu bekerja di masyarakat seperti Peraturan
Perundang- Undangan seperti Peraturan Mentri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

5. Teknik Pengumpulan Data
Daam penditian yang dilakukan ini penulis menerapkan teknik

pengumpulan data berupa:
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a Observas

Observasi Dalam pengumpulan data primer ini, salah satu tahapan
yang ditempuh peneliti untuk penelitian ini adalah menggunakan observasi
pastisipatif atau kunjungan ke lapangan secaralangsung kemudian peneliti
menghimpun data melalui pengamatan, pencatatan, dan dokumentas
dengan sistematis terhadap fenomena yang diteliti pada studi sasaran
penelitian yaitu dalam praktiknya, pel aksanaan program lelang digital ini
menghadapi berbagal kendala, bark darissisi teknis maupun hukum.

b. Wawancara

Wawancara Dalam pengumpulan data primer ini, wawancara
dilakukan dengan sgumlah informan yang ditentukan melalui Teknik
purposive sampling yaitu metode pengambilan informan yang dilakukan
secara selektif dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang relevan
terhadap tujuan penelitian yang dilakukan.Kriteria tersebut meliputi
aparatur pelaksana PMK Nomor 122 tahun 2023, pihak yang menjadi
subjek yang dianggap paling mengetahui, memahami, terlibat langsung
dalam pelaksanaan program lelang digital pada produk UMKM di Kota
Tega Sertainforman beragama lslam yang memahami prinsip muamalah,
guna memperolen data yang mendalam dan komprehensif. Dalam
penelitian kualitatif, jumlah informan tidak ditetapkan secara kuantitatif,

melainkan ditentukan berdasarkan data saturation, yaitu keadaan ketika
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informasi yang dikumpulkan telah berulang dan tidak muncul data

tambahan.?®

Penelitian ini mewawancari sejumlah informan yang terdiri dari.

1) Pgabat KPKNL Tegal, Khususnya bagian pelayanan lelang digital,
karna memiliki kewenangan dalam implementasi Peraturan Mentri
Keungan nomor 122 tahun 2023

2) PengelolaDinas Koperasi dan UMKM kotategal, sebagal instansi yang
membina dan _memfasilitas UMKM daam kegiatan pemasaran
berbasis digital

3) Pengelola atau Administrator platform lelang digital, sebagai pihak
yang memahami aspek teknis sistem elektronik yang dipaka untuk
lelang.

Dengan demikian jumlah informan pada penelitian ini adalah tiga
orang dan jumiah tersebut tersebut didasarkan pada pertimbangan
kedalaman dataserta kesesuaian dengan prinsip penelitian kualitatif?’

. Dokumentasi

Dokumentasi Dalam proses perolehan data yang melibatkan
pengumpulan dan pencarian data informasi dari berbagai sumber dalam
melengkapi penelitian meliputi catatan, surat kabar, gambar, dan foto yang

berhubungan dengan permasal ahan yang sedang menjadi objek penelitian.

% Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017), him. 224.
27 Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2019), him. 132.
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6. Teknik Analisa Data
Setelah seluruh data telah terkumpul tahap berikutnya adalah proses
analisis dan penarikan kesmpulan secara terstruktur dan sistematis.
Penelitian ini untuk studi empirisnya menggunakan teknik pengolahan data
kualitatif deskriptif yang diterapkan untuk mengkategorikan, menyusun, dan
menjelaskan data yang diperoleh melalui kata-kata atau kalimat, sehingga
dapat ditarik suatu kesimpulan yang bermakna. Proses analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampal data dianggap jenuh.
Model analisis yang dirumuskan terdiri atastigatahapan pokok., yaitu:
a Reduks Data
Reduksi data berarti menyederhanakan dan memilah informasi yang
relevan, dilakukan dengan cara menyusun ringkasan, menentukan poin
inti, serta memfokuskan pada data yang dianggap signifikan serta mencari
pola atau tema tertentu. Proses ini bertujuan agar data dapat ditampilkan
secara lebih informatif dan jelas. yang mendukung peneliti dalam proses
penelusuran dan’pengumpulan data tambahan yang dibutuhkan. Reduks
datamenjadi langkah penting untuk mencapal tujuan utamadari penelitian
kualitatif, yakni menghasilkan temuan yang bermakna. Bila pendliti
menemukan hal-hal yang asing atau belum dikenal sebelumnya, maka itu
perlu dijadikan fokus perhatian selama proses ini berlangsung.
b. Penygjian Data
Dadam studi yang bersifat kudlitatif, penyagjian data dapat

diwujudkan dalam berbagai format seperti rangkuman, bagan representasi



23

alur serta ilustras keterkaitan antar kelompok kategori. Penyajian ini
bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap situasi yang sedang
diteliti, serta membantu peneliti dalam merencanakan tindakan lanjutan.
Data dapat disgjikan dalam bentuk naratif maupun dalam bentuk visual
seperti grafik, matriks, dan jaringan kerja. agar lebih mudah dianalisis.
. Penarikan Kesimpulan

Pada bagian akhir analisis data, peneliti melakukan penarikan
kesmpulan setelah datadiringkas dan ditampilkan peneliti  dapat
mengidentifikasl makna serta relasi antar informasi yang bersumber dari
observas wawancara dan dokumentasi. Penelitian kualitatif —seringkali
menghasilkan temua -temuan baru yang sebelumnya belumterungkap.
Hasil akhirnya dapat berupa penjelasan mendaam tentang suatu
fenomena, hubungan antarkomponen, hipotesis, maupun pengembangan
teori.
. Metode Verifikas. Data

Sesudah pengumpulan data, tahap berikutnya adalah verifikas data
yang bertujuan memastikan keakuratan, keandalan, serta dapat
dipertanggungjawabkannya data yang diperoleh. Untuk metode yang di
gunakan vyaitu Triangulass yang merupakan metode pemeriksaan
keabsahan data dengan membandingkan atau menggabungkan beberapa

sumber, teknik, atau perspektif yang berbeda.
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H. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan mempunya fungsi dalam menyampaikan garis
besar masing-masing bab yang saling keterkaitan. Dalam penelitian ini penulis
mengel ompokan menjadi lima bab sistematika sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah,
tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode
penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB Il Pelaksanaan Program LeangDigital Pada Produk UMKM di
Kota Tegal bab ini berisi kagjian pustaka dan teori teori yang relevan meliputi
teori teori terkait lelang digital, konsep pelaksanaan lelang digital sesual
Peraturan Mentri Keuangan nomor 122 tahun 2023, dan konsep dasar regulasi
lelang digital.

BAB Il Pelaksanaan Program Lelang Digital Pada Produk UMKM
di Kota Tegal bab ini. memuat gambaran umum profil Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang di Kota Tegal, dan Implementasi Pelaksanaan
Lelang Digital

BAB IV Analisis Efektivitas Hukum Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2023 Dalam Pelaksanaan Program
Lelang Digital Pada Produk UMKM di Kota Tegal bab ini berisi analisis
mendalam mengenai implementasi Peraturan Mentri Keuangan nomor 122 tahun
2023 dalam pelaksanaan |elang digital padaproduk UMKM, Faktor penghambat
dan pendukung implementasi dan keterkaitan regulas pusat dan kebijakan

daerah



25

BAB V Penutup bab ini berisi kesimpulan utama yang merangkum hasil
penelitian mengena implementasi peraturan mentri keungan republik indonesia
nomor 122 tahun 2023 dalam pelaksanaan program lelang digital pada produk

UMKM di KotaTegal.



BABV
PENUTUP
A. Simpulan

1. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122
Tahun 2023 dalam pelaksanaan program lelang digital pada produk UMKM
di Kota Tegal secara normatif telah dilaksanakan melalui penyediaan sistem
lelang elektronik dan pelaksanaan. tahapan lelang secara daring sesuai
ketentuan yang berl aku. Pelaksanaan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa
pemerintah tel ah berupaya mewujudkan transparansi, efisiensi, dan perluasan
akses pasar bagh UMKM melaui mekanisme lelang digital. Namun,
implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena masih terdapat
hambatan dalam komunikasi kebijakan, sosialisas yang belum merata, serta
rendahnya pemahaman teknis pelaku UMKM terhadap mekanisme lelang
digital. Selain itu, sebagian pelaku UMKM masih menganggap prosedur
lelang digital lebih kompleks dibandingkan platform digital |ainnya sehingga
partisipass UMKM' dalam program lelang digital masih rendah. Dengan
demikian, implementass PMK Nomor 122 Tahun 2023 belum sepenuhnya
mampu mencapai tujuan kebijakan secara efektif di lapangan.

2. Pengaturan mengena manajemen risiko dalam penyelengaraan lelang digital
berdasarkan PMK nomor 122 tahun 2023 belum diterapkan secara
komprehensif dan belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pelaksanaan
lelang digital bagi UMKM. Ditinjau dari teori efektivitas hukum soerjono

soekanto, faktor hukum saran dan prasarana pada dasarnya telah berjalan

85
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cukup efektif karena regulasi mengenai lelang digital telah tersedia melaui
PMK nomor 122 tahun 2023 serta didukung adanya sistem lelang el ektronik
yang dapat digunakan dalam pelaksanaan lelang secara daring. Selain itu
faktor penegak hukum juga telah berjalan cukup baik karena pihak KPKNL
dan dinas koperasi telah melaksanakan sosialisasi dan memberikan informasi
terkait pelaksanaan program lelang digital kepada masyarakat dan pelaku
UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pada aspek
substans hukum, aparat pelaksana, dan saran prasarana telah berjalan cukup
baik.

Namun demikian efektivitas pelaksanaan kebijakan belum tercapai
secara optimal pada faktor masyarakat dan budaya hukum. Rendahnya
partisipasi pdaku UMKM menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha
yang belum memahami mekanisme lelang digita serta belum memiliki
kemampuan literasi digital yang memadai. Selainitu sebagian pelaku UMKM
masih menganggap  posedur lelang digital «rumit dibandingkan platform
digital lainnya sehinggaminat pelaku UMKM untuk meliputi program lelang
digital masih rendah. Kondis tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan
kesigpan masyarakat dalam menerima kebijakan belum berjalan seacara
efektif. Dari aspek mangemen risiko, upaya mitigasi yang dilakukan juga
masih bersifat umum dan belum disertai langkah yang lebih spesifik seperti
pendampingan teknis secara berkelanjutan, penyederhanaan prosedur, serta
monitoring dan evaluasi secara berkala. Akibatnya risko rendahnya

partisipasi dan pemahaman pelaku UMKM belum dapat diminimalisasi
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secara optimal. Oleh karena itu penergpan mangemen risiko yang lebih
adaptif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan pelaku UMKM diperlukan agar
pel aksanaan lelang digital dapat berjalan lebih efektif serta mampu mencapai
tujuan kebijakan secara maksimal.
B. Saran
Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis
menyampaikan beberapa saran.sebagai berikut:
1. Bagi KPKNL Tegal
Perlu dilakukan penguatan strategi implementasi kebijakan dengan
menitikberatkan pada sosialisas yang lebih terarah, intensif dan berbasis
kebutuhan pdaku UMKM tidak hanya bersifat umum tetapi juga teknis dan
aplikatif. Salain itu diperlukan penyederhanaan prosedur lelang digital agar
lebih mudah dipahami dan diakses sehingga dapat meningkatkan minat dan
partisipasi pelaku UMK M secara nyata.
2. Bagi pemerintah daerah dinas koperas tegal
Perlu adanya sinergi yang lebih kuat dengan KPKNL dalam
mengintegrasikan program lelang digital ke dalam agenda pembinaan
UMKM, khususnya melalui pelatihan teknis, pendampingan langsung, serta
peningkatan literasi digital yang berkelanjutan. Sosialsias tidak hanya
difokuskan pada marketplace tetapi juga memperkenakan alternatif
pemasaran seperti lelang digital secaralebih komprehensif.

3. Bagi pembuat kebijakan (kementerian keuangan/ DJKN )
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Perlu melakukan evaluas terhadap implementas peraturan menteri
keuangan nomor 122 tahun 2023 khususnya dalam menyesuaikan kebijakan
dengan kondisi dan karakteristik pelaku UMKM. Kebijakan yang lebih
adaptif dan sederhanaagar dapat bersaing dengan platform digital lain yang
lebih mudah digunakan oleh pelaku usaha dan diharapkan dapat
meningkatkan implementas di lapangan.

. Bagi Penedlitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapakan dapat menganalisis secara lebih
mendalam strategi yang efektif untuk meningketkan keterlibatan UMKM
dalam pelaksanaan lelang digital serta memperluas cakupan wilayah
penelitian sehingga menghasilkan temuan yang lebih menyeluruh dan

representatif.
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